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PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGIMBANG

JI. Raya Babat - Jombang No. 227 Sendangrejo, Kec. Ngimbang
Telp. (0322 ) 7797611 / 7772343

LAMONGAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 188 /307 /413.216 / 2017
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
RSUD NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
RSUD NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) RSUD Ngimbang
Kabupaten Lamongan Tahun 2018, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana
Kerja (RENJA) dengan menetapkan dalam Keputusan Direktur RSUD Ngimbang
Kabupaten Lamongan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
mUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-
2014;

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010 Nomor
0199/MPPN/04/2010; Nomor PMK  95/PMK07/2010 tentang
Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJIMN) 2010-2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KELIMA

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Nomor (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 2 Tahun 2006 seri E);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Jawa Timur
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur  Tahun 2009
Nomor 1 Tahun 2009 seri E);

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Jawa Timur Tahun 2009-2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2009 Nomor 38 Tahun 2009 seri E).

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-

2021
MEMUTUSKAN :

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA RSUD
NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018.

Susunan keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) RSUD
Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2018 terdiri dari pejabat dan staf

yang membidangi dilingkup RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) RSUD Ngimbang Kabupaten
Lamongan Tahun 2018 dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini,
melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana

Kerja 2018

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 april 2017

DIREKTUR RSUD NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN

dr. MOH. CHAIDIR ANNAS, M.Mkes
Pembina Tk |
NIP. 19661113 199703 1 002




Lampiran :Keputusan Direktur RSUD Ngimbang
Kabupaten Lamongan

Nomor  :188 /307 /413.216 Tahun 2017

Tanggal : 03 April 2017

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

RSUD NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018

No |Jabatan Nama Keterangan

1. Ketua Imroatul Muflikhah, SE.MAP Kabag Umum dan Keuangan
2. Sekretaris Eko Wagearto Kahar, SE Kasubag Program

3. Anggota Tulus Wibowo, SE.MM Kasubag Umum

4. Anggota Diharsih, SAP,M.Mkes Kasubag Keuangan

5. Anggota Eddy Supriyono, Amd Staf

6 Anggota Ayuk Dwi Aristyanti, Amd.Keb Staf

7. Anggota Renyeka Sarie, Amd.Keb Staf

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 april 2017

DIREKTUR RSUD NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN

dr. MOH. CHAIDIR ANNAS, M.Mkes
Pembina Tk |
NIP. 19661113 199703 1 002




ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2018

BAB |
LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD)
adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. RENJA
Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2018
disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah . Rencana kerja tersebut
sebagai acuan dan pedoman bagi Badan / Dinas / Kantor / Organisasi
Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Lamongan dalam
merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan
pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta
berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus untuk
mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2018.

Dari semua kegiatan yang ada disusunlah pagu anggaran
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk diajukan ke pemerintah daerah
dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJIJMD) Kabupaten Lamongan, Rencana Strategis Departemen Kesehatan
serta aspirasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) OPD pada Rumah Sakit Umum Daerah
Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2018 dilengkapi dengan lampiran-
lampiran indikator program dan kegiatan.

Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2009 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur
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tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra OPD,
RKPD, dan Renja OPD.

DASAR HUKUM
Sebagai landasan dalam RKPD Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3386);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389) ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor Tahun 32 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
(Lembaran Tahun 2008 Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

5g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4B44);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan (Lembaran Daerah Negara
Republik Lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Indonesia Tahun 2008 Nomor 1g, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 2l,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-
2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah ;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Jawa Timur Tahun 2005 — 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2009 Nomor 1IE) ;

Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi
Jawa Timur Tahun 2009 - 2018 (Berita Daerah ProvinsiJawa Timur
Tahun 2009 Nomor 3B/E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan
(Musrengbang) Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2006 Nomor 1IE);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)



Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2011 Nomor 1) ;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun
2011 -2031;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2012 Nomor 1).

MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) RSUD
Ngimabng Kabupaten Lamongan Tahun 2018 dimaksudkan untuk menjadi
lapora penyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD
(KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS)
Tahun 2018. RKPD RSUD Ngimbang Tahun 2018. Adapun tujuannya adalah
untuk mewujudkan program pembangunan RSUD Ngimbang Kabupaten
Lanongan yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi, dan
amanat RPJMD.

SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah RSUD Ngimbang
Kabupaten Lamongan terdiri dari 5 (lima) bab dan beberapa lampiran OPD
yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB |. LATAR BELAKANG
a. Dasar Hukum
b. Maksud dan Tujuan
c. Sistematika Penulisan



BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

a.

o o o

e.

Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra OPD

Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Isu isu Penting Penyelenggaraan Tusi OPD

Reveiew Terhadap RKPD

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB Ill. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

a.
b.

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tujuan dan Sasaran Renja OPD

BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018
BAB V. PENUTUP



BAB I
EVALUASI HASILPELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

a. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
OPD
Dilihat secara umum tingkat capaian pelaksanaan program dan
kegiatan OPD Tahun Anggaran 2016 telah mencapai target kinerja dari
formula indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) RSUD Ngimbang
Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021.



No. Indikator Kinerja Program (outcome) / Target Renstra SKPD Tahun 2016 Target Kinerja Dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Dan Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Dan Tingkat Capaian Unit SKPD
Kegiatan (output) s/d 2021 (periode Restra SKPD) Renja SKPD Tahun 2016 Anggaran Renja SKPD Yang Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD Kinerja Dan Penanggung
Dievaluasi Th. 2016 Realisasi Anggaran Th.2016 s/d 2021 (Akhir Realisasi Anggaran Jawab
Renja Yang Tahun Pelaksanaan Renja Renstra SKPD
Dievaluasi (%) SKPD) 2016 s/d Tahun
2021 (%)
Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 5 6 7=6/5x100 8=4 +6 9=8/3x100 10
1 Program Pelayanan Administrasi RSUD

Perkantoran 21.192.867.199 2.943.912.000 2.857.694.230 91% 1.552.723.369 7% NGIMBANG
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik 6.640.470.609 | 100% 911.104.000 | 84% 835.951.730 84% 1% 728.192.869 11%
Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis
Kegiatan 14.552.396.590 | 100% 2.032.808.000 | 99% 2.021.742.500 99% 6% 824.530.500 6%

2 Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur 15.258.732.000 7.200.000.000 | 98% 7.096.984.000 98% 1.969.405.850 13%
Pembangunan Gedung Kantor 6.000.000.000 | 100% |  6.000.000.000 5.925.419.000 0% 0%
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor 9.258.732.000 | 100% 1.200.000.000 | 98% 1.171.565.000 98% 21% 1.969.405.850 21%

3 Program Obat Dan Perbekalan
Kesehatan 21.758.020.200 700.000.000 | 94% 686.510.640 94% 561.566.631 3%
Pengadaaan Obat Dan Perbekalan
Kesehatan 21.758.020.200 | 100% 700.000.000 | 94% 686.510.640 94% 3% 561.566.631 3%

4 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat 25.720.400.000 4.420.000.000 | 93% | 3.243.236.430,72 93% 4.703.962.126 18%
Penyediaan / Pemeliharaan Sarana
Prasarana Kesehatan bagi Masyarakat
yang terkena penyakit akibat Dampak
Konsumsi Rokok dan penyakit lain 25720400.000 | 100% |  3.400.000.000 | 93% | 2.283.073537,00 93% | 18% | 4.703.962.126 18%




Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular

Penanggulangan Penyakit HIV / AIDS

Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin

Pelayanan Rawat Inap Gratis Ruang
Kelas Ill di Rumah Sakit

Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwalrumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
Pembangunan Instalasi Pengolahan
Limbah Rumah Sakit

Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah
Pengadaan Alat Alat Kesehatan
Rumah Sakit

Program Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Penyelenggaraan Pelayanan di
instalasi

Program Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan RS
Penyelenggaraan penunjang

pelayanan kesehatan RS

154.312.200

154.312.200

7.715.610.000

7.715.610.000

37.948.067.490

1.650.000.000
1.550.000.000

34.748.067.490

183.751.354.386

163.252.447.822

20.498.906.564

0%

100%

0%
0%

100%

100%

100%

20.000.000 20.000.000
20.000.000 | 0% 20.000.000
1.000.000.000 | 88% 939.262.893,72
1.000.000.000 | 88% 939.262.893,72
3.453.606.000 3.446.543.396

- 0% -

250.000.000 | 0% 248.441.000
3.203.606.000 | 99% 3.198.102.396
2.120.000.000 2.053.242.086,52
2.120.000.000 2.053.242.086,52
37.725.780.971,56 35.150.914.916,00
32.296.658.391,56 | 97% | 30.249.507.947,00
5.429.122.580,00 | 75% | 4.901.406.960,00

0%

0%

88%

88%

99%

0%
0%

99%

95%
97%

75%

0%

5%

0%
0%

22%

1%

7%

353.153.913

353.153.913

7.484.219.500

7.484.219.500

18.833.409.109

17.355.705.955

1.477.703.154

0%

0%

5%

5%

20%

0%
0%

22%

10%
11%

7%




b. Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan
dicapai dengan meaksanakan seluruh program yang diamanatkan RPJMD
Kabupaten LAmongan kepada RSUD Ngimbang termasuk dalam amanat
tersebut adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai
dengan bidang urusan yang dilimpahkan pemerintah Kabupaten Lamongan
Kepada RSUD Ngimbang.

Indikator kinerja pelayanan RSUD Ngimbang Kabupaten
Lamongan terletak pada sasaran pembangunan dalam renstra. Indikator
kinerja pelayanan merupakan indikator kinerja yang bersifat hasil (outcome)
dan menggambarkan indikator kinerja program-program yang dilaksanakan
dalam mencapai sasaran pembangunan dimaksud. Indikator kinerja ini dapat
berupa indikator kinerja jumlah kunjungan rawat jalan, indikator kinerja
jumlah kunjungan IGD, indikator kinerja jumlah kunjungan rawat inap,
indikator kinerja jumlah pasien HIV/AIDS, indikator kinerja jumlah kunjungan
pasien paru dan jantung, capaian BOR rumah sakit, capaian IKM dan

capaian Akreditasi Rumah Sakit.

c. Isu isu Penting Penyelenggaraan Tusi OPD

Dalam pelaksanaan tugas,pokok, dan fungsinya RSUD
Ngimbang Kabupaten Lamongan pada setiap periode pembangunan selalu
saja ada permasalahan pembangunan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan
dari pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
keberhasilan pembangunan diberbagai bidang meskipun masih jauh dari
kesempurnaan tetapi telah nampak hasilnya. Terlepas dari keberhasilan
yang telah dicapai dan kita rasakan bersama saat ini, masih banyak hal yang
harus segera ditangani. Pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar masyarakat
belum secara optimal tercukupi, kebutuhan tersebut antara lain adalah
pelayanan akan kesehatan, air bersih, infrastruktur daerah dan lain

sebagainya.
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d. Review Terhadap RKPD

Penyusunan rancangan Renja RSUD Ngimbang Kabupaten
Lamongan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam
rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rencana Renja RSUD
Ngimbang Kabupaten Lamongan dapat dikerjakan secara simultan/pararel
dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus melakukan
pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi
pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja
terhadap pencapaian Renstra RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan.

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksud untuk
membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan
kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan
kinerja pencapaian target Rentra RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan
dan tingkat kinerja yang diapai oleh RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan
dengan arahan Bupati Lamongan terkait prioritas program/kegiatan dan pagu
indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal
RKPD.

e. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari
masyarakat, dilakukan penyesuaian dengan nomenklatur program/kegiatan
yang berlaku. Kemudian dilakukan penelitian kelengkapan informasi dari
usulan, terutama mengenai jenis kegiatan, indicator kinerja, lokasi, dan
besaran volume kegiatan, bila perlu dilakukan konfirmasi atau diberi catatan
untuk dikonfirmasikan dengan hasil analisis kebutuhan RSUD Ngimbang
Kabupaten Lamongan.

RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan memeriksa apakah
usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Rekapitulasi usulan
program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi RSUD Ngimbang Kabupaten Lamonga.
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Prioritas dan sasaran pembangunan RSUD Ngimbang Kabupaten
LamonganTahun 2018 mengacu pada Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan
Kualitas Lingkungan Hidup. Kesehatan merupakan hak dasar setiap individu dan
semua warga Negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk
semua warga Kabupaten Lamongan. Untuk itu Sasaran RSUD Ngimbang
Kabupaten Lamongan Tahun 2018 yang harus tercapai guna memberikan
pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Lamongan

khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
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BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

a. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun
berdasarkan evaluasi Pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (OPD)
dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan
kegiatan prioritas diuraikan dari program dan kegiatan bermanfaat dan memiliki
nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat secara umum.

Penyajian Matrik Rencana Program dan Kegiatan yang digunakan dalam
Bab Il ini adalah mengacu kepada : (i) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemenntah Daerah
Kabupaten/Kota; (ii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Rencana
Pembangunan.

Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang disajikan dalam Bab Il ini
adalah memuat Program dan Kegiatan yang akan didanai oleh APBD, DAK,
DBHCHT, Pajak Rokok maupun dana BLUD RSUD Ngimbang Kabupaten
Lamongan Tahun 2018.
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b.

Tujuan Dan Sasaran Renja OPD

NO

TUJUAN

SASARAN

KETERANGAN

Meningkatkan aksesibilitas
masyarakat terhadap
layanan kesehatan yang
didukung tenaga
kesehatan yang
profesional dan sarana

prasarana yang memadai.

1. Meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan kepada

masyarakat.
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Nama OPD : RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN RSUD NGIMBANG
TAHUN ANGGARAN 2018

Rumusan Rencana Kerja dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kabupaten Lamongan

Pagu :

51,773,800,000

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2018 Catatan Keterangan
Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Lokasi Target kinerja | Kebutuhan Dana Penting
() (2) @) (4) (5) (6) (7)
110201 Program % Unit kerja Internal yang 100% 3,605,000,000
Pelayanan terlayani dengan baik
Administrasi
Perkantoran
1102 | 01| 01 | Penyediaan jasa perkantoran Meningkatnya pelayanan RSUD 9 rekening APBD Perubahan
perkantoran Ngimbang 3,605,000,000 target indikator
kegiatan  dari
sebelumnya 4
rekening
menjadi 9
rekening
1102 |02 Program Peningkatan Sarana dan % Sarana prasarana apatur 100%
Prasarana Aparatur dengan kondisi baik 150,000,000
1102 |02 | 06 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah Jaringan air bersih di RSUD 1 jaringan APBD
Pembangunan jaringan Air Bersih rumah sakit Ngimbang 150,000,000
1102 |05 Program Peningkatan Sumber Daya Peningkatan kapasitas 100%
Aparatur sumber daya aparatur 18,800,000
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02 | 05 | 01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah sumber daya aparatur RSUD 2 orang APBD
yang mengikuti pelatihan Ngimbang 18,800,000
02 | 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Jumlah kunjungan IGD Rumah 7400
Sakit 500,000,000
02 | 15 | 01 | Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | Jumlah persediaan obat RSUD 10 item Paiak Rokok
perbekalan di rumah sakit Ngimbang 500,000,000 I
02 | 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Jumlah Kunjungan Pasien 996 orang
Paru dan Jantung di Rumah 3,000,000,000
Sakit
02 | 16 | 07 | Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Prasarana | Jumlah alat kesehatan di Rumah | RSUD 27 item DBHCHT
Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Terkena Sakit Ngimbang 3,000,000,000
Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok
dan Penyakit Lainnya
02 | 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk | Jumlah kunjungan rawat inap 6800
Miskin di Rumah Sakit Ngimbang di Rumah Sakit 2,000,000,000
2 | 44 | 31 | Pelayanan Rawat Inap Gratis Ruang Kelas lll | Jumlah item persediaan obat RSUD 26 item APBD
di Rumah Sakit dan habis pakai di Rumah Sakit | Ngimbang 2,000,000,000
02 | 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana | % Sarana Kesehatan yang 85,02 %
dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit | beroperasi sesuai dengan 800,000,000
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit | standart di Rumah Sakit
Mata
02 | 26 | 18 | Pengadaan alat kesehatan Jumlah alat kesehatan di Rumah | RSUD 23 item
Sakit Ngimbang
02 | 26 | 20 | Pengadaan truck tangki/sampah Jumlah truck trangki dan RSUD 2 unit APBD
sampah di Rumah Sakit Ngimbang 800,000,000
02 | 34 Program Penyelenggaraan Pelayanan Jumlah Kunjungan IGD RS 7.400 orang
Kesehatan Rumah Sakit di Rumah Sakit 41,700,000,000
Ngimbang
Jumlah Kunjungan rawat jalan 32.000 orang

RS
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Jumlah Kunjungan rawat inap 6.800 orang
RS
% BOR 80,00 %
02 | 34 | 03 | Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan RS Jumlah alat kesehatan di Rumah | RSUD 35 item BLUD
Sakit Ngimbang 35,916,233,000
02 | 34 | 04 | Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Jumlah alat penunjang RSUD 16 item BLUD
Kesehatan RS pelayanan di Rumah Sakit Ngimbang 5,783,767,000

Total

51,773,800,000
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BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) RSUD
Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2018, merupakan penjabaran
pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIJMD) Kabupaten Lamongan 2016 - 2021. Dengan mengacu pada Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 tingkat keberhasilan dari OPD
Tahun 2018 ini akan menentukan keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan
kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang Kabupaten Lamongan pada tahun
2016 sampai dengan 2021 mendatang.

Dengan disusunnya Renja OPD juga sebagai pedoman untuk

dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kinerja serta penyusunan LAKIP OPD.

Lamongan, April 2018
DIREKTUR RSUD NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN

dr. MOH. CHAIDIR ANNAS, M.Mkes
Pembina Tk |
NIP. 19661113 199703 1 002
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